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Tiga Anggota DPR dan Dua Pegawai Kemenkeu

Diperiksa

SEMARANG - Tiga anggota

Di hadapan majélis hakim

DPRRIyang pernah menjabat ~ Pengadilan Tipikor Semarang,

Kasus Suap di badan anggaran (banggar) ketiganya sa}-:l.ing l;impar
Rl -diperiksa dalam per a- tanggungjawab saat dicecar

Dana Alokasi anP:uzf pmgm';:n‘}?‘;l‘;“ﬁo_ Penuntut Umum (PU) Komisi
Khusu S kasi Khusus (DAK) yang menye- Pemb'era.ntasan Korupsi (KPK)
ret Wakil Ketua DPR RI nonak- terkait siapa yang membuat

tif, Taufik Kurniawan, Rabu (8/5). ~ kompilasi tambahan DAK pada

R APBN tahun anggaran 2016.

Ketiga saksi adalah Kahar Mu- rintah, sedangkan DAKbagian  Saksi Eka Sastramenyebutkan, mengusulkan sebagaimana
zakir, sebelumnya menjabat dari APBN. Dengan demikian, dalamrapatpanjamenetapkan  hasil kunker ke Banggar, nanti
Ketua Banggar DPR RI tahun lanjutnya, apabilasudah dipu-  keuangan sebesar Rp 10,3 tri- Banggar yang akan membahas
2016; Ahmad Rizki Sadig sebe- tuskan di Panitia Kerja (Panja)  liun. Jajuga mengatakan, sahnya  kriteria-kriteria yvang ada di
lumnya menjabat Wakil Ketua DPR, merupakan bentukkese-  suatu daerah mendapat ang- panja belanja daerah,” sebutnya.
Bidang Transfer Daerah DPR pakatan bersama antarapeme-  garan DAK setelah ditetapkan ~ Dalam kesaksiannya, Rukijo
RI, dan Eka Sastra yang pernah rintah dan DPR. Perpres. Sedangkan terkaitha-  hanya mengatakan, terkait DAK
menjabat Sekretaris Banggar “Sedangkan terkait kompila-  silkompilasi, ia mengakudibe- Penubahan tidak harus ada usu-
Fraksi Golkar DPR RI. Selain si tambahan waktu itu, saya rikan oleh saksi Rukijo. “Saya lan dari dapil. Ia juga menutu-
ketiganya, juga menghadirkan terima dari sekretariat. Tapi pernahbertemu diStathuckXX pidan mengatakan tidak paham
dua saksi dari Kementerian waktuitundak begitu bentuknya, Jakarta, karena buru-buruun-  terkaittambahan DAK tersebut.
Keuangan (Kemenkeu), yakni dulu diberikan Pak Eka Sastra,”  tuk tandatangan dan kantor Ia beralasan sudah mendapat
Rukijo, pernah menjabat Di- kata Kahar usai ditunjukkan sudah tutup, makanyaketemu daftar demikian dari saksi Eka
rektur Dana Perimbangan, dan KPKdalam slide layar disidang  di luar,” akunya, Sastra. Dalam perkara ini, ter-
Muhammad Dafi, terkait tambahan DAK. Saksi sendirimengakusaatitu  dakwa Taufik dijerat pasal 12

“Saya ikut paraf terkait tam- Saksi juga menyampaikan, dirinyabertugas sebagaipeng-  huruf aUndang-Undang Nomor
bahan DAK APBN tahun ang- mekanisme DAKyangdiajukan  hubung dan selalu berkomu- 31 Tahun 1999 tentang Pembe-
garan 2016, jadi ikut menyetu- kepala daerahkepadaDPR.Pa- nikasi dengan saksi Rukijo. [a  rantasan Tindak Pidana Korup-
jul. Tapi saya tak tahu terhadap da prinsipnya diperbolehkan, mengatakan, hal itu karena si sebagaimana telah diubah
detail yang membuat kompi- karena kepala daerah bagian dirinya tergolong junior di DPR. dengan Undang-Undang Nomor
lasi tambahan itu. Jadi, yang daridaerahpilihan anggotaDPR.  Dengan demikian, bertugas 20 Tahun 2001 tentang Peruba-

menyusun siapa saya ndak
paham? Biasanya kalau kom-
pilasi tinggal minta ke sekre-
tariat badan anggaran ada Nurul
Faiziah dan Ida,” kata saksi
Ahmad Rizki Sadig di depan
majelis hakim yang dipimpin
Antonius Widijantong,
Sedangkan saksi Kahar Mu-
zakir mengatakan, cairnya da-
na Rp 10, 3 triliun bukan untuk
infrastruktur semata, melainkan
juga untuk dana desa dan lain-
nya. Hanya saja, ia mengaku
tidak hapal detailnya untuk apa
saja, Ia juga menegaskan yang
menyusun ABPN adalah peme-

Selain itu, kepala daerah meng-
ajukan DAK dari fraksi yang sama
pada prinsipnya juga boleh dan
tidak dilarang. Sepemahaman-
nya, untuk dapat DAK ada per-
syaratan. Pertama ada hasil audit
BPK, anggaran terserap secara
- baik dan memang diperlukan.
Ia juga menyampaikan, sepe-
mahamannya anggota DPR tidak
menniliki dana aspirasi.
“Alokasinggak bisa mengaju-
kan melalui anggota dewan yang
sama dapil. Kalau kepala daerah
beda partai juga bisa, itu kan
'sudah amanat UU sebagaima-
na UUMD3, jadi sudah diucap-
kan dalam sumpah,” jelasnya.
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secara teknis, namun untuk

keputusan resmi tidak ada. Di-
jelaskannya, daerah yang meng-
ajukan DAK sepemahamannya
saat kunjungan kerja (Kunker)
mendapat usulan dari seluruh
daerah-daerah yang ada. Se-
dangkan saat ditanya KPK ter-
kait proposal dari Kebumen dan
Purbalingga, saksi mengaku
tidak mencermati satu per satu
proposal yang ada. “Saat itu saya
ditugaskan oleh Ketua Banggar,
saya diminta koordinasi terkait
daftar dan pembahasan DAK.
Tapi, saya jadi penghubung dan
mengantarkan berkas saja. Se-
bagai anggota DPR, posisi kami

han Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korup-
sijo. pasal 65 ayat (1) KUHP jo
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Yang kedua, pasal 11 Un-
dang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi seba-
gaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo pasal 65 ayat (1)
KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP. (jks/ara)



